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ATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu
wata ‘ala karena atas izin dan rahmat dari-NYA, penyusunan Rancangan
F-’fzra.turgp Bupati tentang Batas Desa kecamatan merawang dapat
diseiesaike=

Naskah akademik ini disusun untuk melaksanakan harmonisasi
f‘ﬂlflm rangka pempentukan Peraturan Bupati, dengan melakukan analisis
ilmiah terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat
menjadi dasar penyusunan batas desa yang ada di Kabupaten Bangka.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam
penvusunan Naskah Akademik ini kami ucapkan terima kasih

Sungailiat, 12 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,

Drs. M. DALYAN AMRIE

Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 198603 1 002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penyelesiaan Batas Desa di Kabupaten
l?:angka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
rRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penctapan
dan Penegasan Batas Desa, bahwa rancangan peraturan bupati tentang
Batas Desa perlu ditetapkan menjadi Peraturan Bupati melalui
harmonisasi dan simplifikasi rancangan peraturan bupati sebagai amanat
dalam penyelesaian Batas Desa.

B. Identifikasi Masalah
Setelah diterbitnya Berita Acara Badan Informasi Geospasial
Non}or: 4.16/PBW/IGD.04.05/10/2024 tentang Hasil Verifikasi Teknis
Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka yang
telah rr_1emenuhi aspek teknis verifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan,
Topologll dfm Atribut Data Spasial maka selanjutnya dilakukan
harmonisasi rancangan peraturan bupati dan simplifikasi rancangan
peraturan bupati per kecamatan.
Dalam hal ini simplikasi dilakukan pada Kecamatan Pemali yang
meliputi batas desa Desa Air Ruai, Desa Penyamun, Desa Pemali dan
Desa Karva Makmur.

C. Tujuan Penyusunan
Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah
1. Mewujudkan Penataan  Desa Good Government dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan
kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang

memenuhi aspek teknis dan yuridis

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6914);
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10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penectapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indoncs.;ia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 T

ahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala
1: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas
Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1100);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode
dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58
Tahun 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang
Batas Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022
tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau.
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BAB II
POKOK PIKIRAN

P .
poociaPan dan penegasan batas Desa menjadi definitif merupakan

kewa_lll an  pemerintah dalam rangka menciptakan tertib administrasi
pemenntahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas
mia}'all; suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
Tahun e2nogfg ::{):d oman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Kelurahan. Untuk o8 Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/
sesuai Pasal 4 Ayat 'Teiaksanakan penetapan dan penegasan batas D’csef
kewenangan ke:a]a( d) bahwa penetapan dan penegasan batas desa menjadi
Desa di tingkat kah acrah melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas
dan penegasan bl;f:ten yang mempfunyaj tugas melaksanakan penetapan
andangsin, S Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
Penetapan dan

. Penegasan
informasi geospas; 8 batas desa termasuk dalam penyelenggaraan

. al yang menghasilkan unsur dasar batas wilayah
administrasi desa/ kelurahan. Berdg:sarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45
'_I‘ahun 2921 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, penyelenggaraan
mforma8_1 geospasial wajib  dikoordinasikan dengan Badan Informasi
Geospasial (BIG). Kementerian Dalam Negeri bersama BIG melaksanakan
smkmmsa'SI dalam Penetapan dan penegasan batas desa melalui Surat
E‘.dara'n Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam
Negeri Nomor 1463/3835/BPD Tanggal 30 Agustus 2021. Berdasarkan surat

et:laran 'te_rsebut, Proses penetapan dan penegasan batas desa wajib
disupervisi secara teknis oleh BIG.

A. Mekanisme Penetapan, Penegasan dan pengesahan batas Desa
1. Penetapan Batas Desa

Tahapan penetapan batas Desa :
a. pengumpulan dan penelitian dokumen
Pengumpulan dan penelitian dokumen meliputi:
1. Pengumpulan dokumen batas.
Pengumpulan dokumen batas berupa pengumpulan:
a) dokumen yuridis pembentukan Desa;
b) dokumen historis; dan
c) dokumen terkait lainnya.

2. Penelitian dokumen.

Penelitian dokumen dilakukan dengan menelusuri bukti batas
Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan
indikasi awal garis batas.

3 b. Pemilihan peta dasar

Pemilihan peta dasar adalah menggunakan Peta Rupabumi
Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.

c. Pembuatan garis batas di atas peta

Pembuatan garis batas di atas peta dilakukan dengan
delineasi garis batas secara kartometrik.
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Delineasi garis batas secara kartometrik dilaksanakan melalui
tahapan :

1. pembuatan peta kerja;

2. penarikan garis batas Desa di atas peta;
3. penentuan titik kartometris;

4. penyajian peta penetapan batas Desa

Setiap tahapan penetapan batas Desa dituangkan
dalam Berita Acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan

yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan
Tim PPB Des kabupaten/kota.

2. Penegasan Batas Desa

Penegasan batas Desa dilakukan melalui tahapan :
a. penelitian dokumen;

b. pelacakan dan penentuan posisi batas;

¢. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
d. pembuatan peta batas Desa.

. Setiap tahapan penegasan batas dituangkan dalam
berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan. Berita

Af:ara ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan
Tim PPB Des kabupaten/kota.

3. Pengesahan Batas Desa

Pembentukan rancangan peraturan bupati/walikota
berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah. Tim PPB Des kabupaten/kota
menyusun rancangan peraturan bupati/walikota tentang peta
batas Desa berdasarkan hasil penegasan batas Desa.

Bupati/walikota menetapkan rancangan peraturan
bupati/walikota menjadi peraturan bupati/walikota tentang peta
batas Desa. Peraturan Bupati/Walikota memuat titik koordinat
batas desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan
di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum |
dalam lampiran Pearturan Bupati/Walikota. |

B. Mekanisme Verifikasi
Verifikasi teknis penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 45

Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Ketentuan umum proses verifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah,
Badan Informasi Geospasial dikhususkan pada aspek teknis untuk
menjamin kualitas data spasial yang dihasilkan oleh Pemerintah
Daerah.

9. Mekanisme verifikasi dibagi berdasarkan jenis kepentingan obyck yang
diverifikasi.

Mekanisme verifikasi sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati/Walikota

yaitu sebagai berikut:
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a. Pemerintah daerah i
penetapan atay pcnegar::"yampmkan surat - permohonan  verifikasi
n batag desa/kelurahan, yang ditandatangani

minimal oleh Eselon ;
an 1" [dua), ditujukan ke Kepala Pusat Pemetaan
Nlormag; Geospasial,

f. Tahapan verifikas;j
adalah sebagai berik?::l:etapan dan penegasan batas desa/kelurahan

1) Verifikasi Kelengka

o A D
Verifikasi ta ® Desa/Kelurahan,
memperhatiki:l hal~:21tas desa/kelurahan  dilakukan  dengan
; sebagai berikut ;

B ::r?;i(:;?r tdaP:ll.melanjutkan verifikasi peta batas desa jika
dilaksanakazp: ogi fiim atribut data spasial sudah selesai

erta dinyatakan sesuai.

b. Parameter verifikasj peta batas desa yang dilakukan adalah
p?qgecekan kesesuaian peta batas desa/kelurahan dengan data
digital.

1) Pengecekan dilakukan dengan membandingkan bentuk
geometri dari segmen garis batas desa/kelurahan dan titik
batas desa/kelurahan pada data digital dengan segmen garis
batas desa/kelurahan dan titik batas desa/kelurahan pada
Peta Batas Desa/Kelurahan, serta kesesuaian penamaan Titik
Kartometrik pada data digital dan Peta Batas
Desa/Kelurahan.

2) Hasil dari verifikasi ini wajib sesuai, karena peta batas
desa/kelurahan merupakan bukti otentik dari proses
kesepakatan segmen batas. Apabila dalam proses verifikasi
terdapat segmen batas yang tidak sama maka data perlu
dikonfirmasi ke pemerintah daerah dan dikembalikan.

g. Catatan pemeriksaan akan dibuat di oleh verifikator sesuai dengan
tahapan yang diketahui oleh Koordinator Pemetaan Batas Wilayah
Administrasi.

h. Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas
Wilayah akan diterbitkan apabila seluruh tahapan dinyatakan telah
sesuai secara teknis memenuhi ketentuan yang berlaku pada
penyelenggaraan informasi geospasial. .

Apabila hanya terdapat citra orthosistematis (SPO'_I‘ 6/?.'], maka
dalam berita acara atau rancangan peraturan bl,'lpau/wal‘tkotanysf
perlu diberikan catatan (disclaimer) bahwa ji.ka dl.kemudmn hari
terdapat citra yang sudah diorthorektifikasi, g?.r:s .balas perlu

4 i i dah diorthorektifikasi tersebut.
direkonstruksi terhadap citra yang su
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BAB 11

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, pax
’ RUANG LIy
MUATAN PERATURAN KEpay, DAgRAry A TER!
Jangkauan

. Arah Pengaturan

.Untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa dan
menciptakan tertib administrasi pemerintahan d Kabupaten Bangka,
arah pengaturannya berdasaran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000, |
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan i
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan -
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka
tentang Batas Desa Kabupaten Bangka mencakup :

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Batas Wilayah
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup

[T - VO LI~
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BAB 1y

Berdasarkan uraian sebagaiman St &
kesimpulan bahwa dalam rangka

mewujy
batas desa, menciptakan tert; *Wudkan

. Patan penyclm Batas D — -
batas desa.
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